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ABSTRACT
Clinical forensic medicine services are medical examinations given to victims to assist in the law enforcement process where the results are stated in a written statement in the form of a visum et repertum (VeR). Clinical forensic medicine services only assess and interpret the victims' injuries that come as a result of a crime. In providing clinical forensic medical services, in fact (das sein) there are still frequent refusals to examine victims who come if they do not bring a letter requesting a visum et repertum (SPV) so that this is not in accordance with the proper application of the law (das sollen). For this reason, what are the roles, constraints and efforts of health workers and medical staff in providing clinical forensic medical services to victims of criminal acts at the Bhayangkara Hospital Pekanbaru in order to clarify a criminal case. This research is an empirical legal research (socio legal research) with data collection techniques carried out by interviews and filling out questionnaires through Google forms for each respondent as well as the status of medical records and other documents which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of research on respondents at Bhayangkara Hospital Pekanbaru showed that 48.1% did not understand the VeR standard operating procedure (SOP), 76.6% refused patients (victims) who came without SPV and 70.1% did not know the issuance mechanism. VeR with SPV will follow.
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PENDAHULUAN 
Pelayanan kedokteran forensik di suatu rumah sakit adalah selain melakukan pemeriksaan diagnostik juga memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien, serta mempunyai tugas melakukan pemeriksaan medis untuk membantu penegakan hukum, baik korban hidup maupun korban mati. Pemeriksaan medis yang bertujuan untuk membantu proses penegakan hukum antara lain adalah pembuatan  Visum et Repertum (VeR). Prosedur pemeriksaan VeR pada korban hidup tidak diatur secara rinci dan tidak ada ketentuan dalam pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang dokter pemeriksa. Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter, baru kemudian melaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan VeR (SPV) korban luka akan datang terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. [1]

Seorang dokter harus memerhatikan kualitas VeR dalam pembuatannya, mengingat pentingnya VeR ini sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum. Kualitas berarti tingkat baik atau buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu.[2]
Hasil penelitian secara umum yang dilakukan oleh Kiswara R pada periode 1 Januari 2009 – 31 September 2012 di RSUD Arifin Achmad adalah 37,75% yang artinya VeR tersebut masih buruk.[3] Hasil yang didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana R. di RSUD Dumai pada periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2012 adalah sebesar 37,46% yang berarti VeR tersebut juga berkualitas buruk.[3] 
Selanjutnya dari penelusuran studi dokumen yang diperoleh dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tentang kedokteran forensik klinik pada kasus tindak pidana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebanyak 7.071 kasus, dengan demikian tantangan untuk memberikan pelayanan kedokteran forensik klinik khususnya terhadap penanganan korban kasus tindak pidana harus bisa lebih.[4]
Hingga saat ini masih ada kesenjangan antara penerapan hukum yang seharusnya (das sollen) dengan implementasi hukum yang senyatanya di lapangan (das sein). Aturan-aturan hukum yang dapat menjadi pedoman tenaga Kesehatan dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kedokteran forensik klinik terhadap korban tindak pidana seperti kasus penganiayaan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus kekerasan seksual. Seperti yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1937 Nomor 350, UU Kesehatan Pasal 28 Ayat (1) "dan Pasal 32, UU Praktik Kedokteran Pasal 51 poin a, UU Rumah Sakit Pasal 3 poin d dan Pasal 29 Ayat (1) poin c serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor: SOP/69/I/2019 halaman 1 dan 2. Selain itu adanya keluhan dari beberapa penyidik terutama penyidik kepolisian tentang pelayanan kedokteran forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam melakukan proses penyidikan lanjutan terutama terhadap korban kasus tindak pidana.
Berdasarkan pra penelitian instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru bahwa pelayanan kedokteran foresik klinik kasus tindak pidana tidak sepenuhnya dijalani dengan baik, diantaranya adalah: 

1. Korban yang akan diperiksa ditolak oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis jika tanpa membawa SPV dari penyidik dan korban dianjurkan untuk ke kantor polisi terlebih dahulu untuk membuat laporan polisi guna mendapatkan SPV tersebut sebagai dasar pemeriksaan luka-lukanya di tempat pelayanan medis. 
2. VeR korban suatu tindak pidana tidak dapat di keluarkan oleh tempat pelayanan medis walaupun sebelumnya korban terlebih dahulu telah mendapatkan penanganan medis di tempat pelayanan tersebut dalam status gawat darurat atau terkendala geografis sehingga korban yang datang dengan SPV menyusul tersebut harus diperiksa ulang oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis padahal saat itu kondisi korban jauh sudah dalam keadaan membaik dalam arti kata derajat lukanya atau klasifikasi lukanya menjadi ringan atau dalam proses penyembuhan. 
3. Korban luka-luka yang diduga akibat suatu perkara pidana yang datang untuk dilakukan pemeriksaan VeR di tempat pelayanan medis dengan membawa SPV dari penyidik kepolisian namun tidak diantar oleh penyidik, sering mendapatkan penolakan.
Dari ketiga hal tersebut di atas, ini tentunya menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam melakukan upaya hukum lanjutan berupa penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana karena VeR adalah salah satu alat bukti dalam bentuk surat yang sangat penting untuk menegakan keadilan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.[5]
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul mengenai peranan tenaga tesehatan dan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kedokteran forensik klinik terhadap korban tindak pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian empiris (socio legal reaserch) yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.  Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.  Sumber data pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dan kuesioner melalui Google form kepada 77 orang tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terdiri dari staf pendaftaran, dokter, perawat dan bidan di rumah sakit bhayangkara pekanbaru, serta data sekunder berupa dokumen berupa catatan rekam medis pasien, standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kedokteran forensik klinik, peraturan perundang-undangan dan buku mutasi/catatan pasien masuk. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.[6]
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sampai saat ini Visum et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru secara kualitas cukup baik dan memiliki Brand Mark yang positif di kalangan penyidik di seluruh jajaran Polda Riau. Hal ini dibuktikan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menjadi pusat rujukan pasien-pasien korban kekerasan, selain penyidik yang berasal dari Kota Pekanbaru juga banyak penyidik yang berasal dari luar kota pekanbaru yang mengirimkan korban-korban tindak pidana baik itu kasus penganiayaan, kasus KDRT maupun kasus kekerasan seksual. Dari 12 Polres yang ada di jajaran Polda Riau, 8 Polres diantaranya telah mengirimkan korban yang terindikasi tindak pidana khususnya korban hidup (forensik klinik) untuk dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan karena VeR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru merupakan satu-satunya yang diketahui dan ditandatangai oleh dokter spesialis forensik, dalam pengeluaran VeR terlebih dahulu di verifikasi oleh korektor dengan membubuhi paraf yang  secara keilmuan memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidangnya dan selalu memiliki dokumentasi (foto-foto luka) yang baik sehingga hal tersebut dapat memberikan keyakinan yang lebih buat hakim dalam suatu proses persidangan sehingga dalam memutus bisa lebih objektif karena alat bukti yang kita tampilkan sesuai standar VeR.
Berdasarkan data yang ada dengan melihat jumlah kasus VeR korban hidup yang diperiksa, Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menempati peringkat tertinggi nomor 2 di Indonesia dengan jumlah rata-rata per tahun sebanyak 1.300-1.600 kasus yang di periksa. Namun demikian dengan banyaknya jumlah kasus tersebut bukan berarti tidak memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan kedokteran forensik klinik. Pada tahun 2018 terdapat 130 kasus dimana pasien ditolak oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis rumah sakit bhayangkara pekanbaru yang mana korban yang datang tanpa membawa SPV ditolak dan mengharuskan pasien terlebih dahulu melaporkannya ke kantor polisi guna mendapatkan dan meminta SPV agar dapat dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SOP di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang mana sejak tahun 2013 sudah ada SOP bahwa setiap pasien yang datang baik yang membawa SPV maupun tidak membawa SPV  tetap di layani dan tidak boleh di tolak.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan kuesioner. Dari  77 responden yang berasal dari unsur pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, banyak faktor yang menjadi kendala pelayanan kedokteran forensik klinik di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dan tenaga medis mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru. Berdasarkan kuesioner tersebut, didapati hasil sebanyak 51,9% responden belum mengetahui, belum membaca dan belum memahami SOP mengenai pelayanan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru. Seharusnya seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kedokteran forensik klinik sudah memahami SOP dari pelayanan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan saat memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana. Akibat kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa kesalahan dalam pelayanan kedokteran forensik klinik di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
Salah satu akibat ketidakpahaman tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap SOP pelayanan visum yang pernah terjadi adalah korban yang akan diperiksa ditolak oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis jika tanpa membawa SPV dari penyidik dan korban dianjurkan untuk ke kantor polisi terlebih dahulu untuk membuat laporan polisi guna mendapatkan. Berdasarkan kuesioner, 76,6% responden berpendapat bahwa korban yang datang tanpa membawa surat permintaan visum harus melaporkan dulu ke kantor polisi sebelum dilakukan pemeriksaan. Sesuai SOP yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, korban yang datang tanpa membawa SPV tetap dapat dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus disimpan dalam berkas rekam medis. Apabila SPV datang kemudian, visum et repertum dibuat berdasarkan data rekam medis korban.
Kesalahan lain yang pernah terjadi adalah penolakan terhadap korban yang tidak datang bersama penyidik. Berdasarkan kuesioner, 14,3% responden berpendapat bahwa korban yang ingin meminta visum harus diantar oleh penyidik. Angka ini cukup kecil, namun apabila masih ada yang mengaplikasikan pendapat yang salah tersebut akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dan gangguan dalam pelayanan. Sesuai SOP yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, korban yang datang tidak harus diantar oleh penyidik. Korban dapat datang sendiri dengan membawa identitas seperti KTP atau KK baik disertai atau tidak disertai SPV dan penyidik hanya bertugas untuk mengambil hasil VeR korban.
Selain itu juga dalam hal penerbitan hasil visum. Berdasarkan kuesioner, didapati hasil sebanyak 69,7% tenaga kesehatan dan tenaga medis medis berpendapat bahwa visum et repertum tidak dapat diterbitkan apabila pasien baru mengantar SPV satu bulan setelah pemeriksaan. Sesuai SOP Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, Apabila SPV datang beberapa waktu kemudian, visum et repertum tetap dapat dibuat dan diterbitkan berdasarkan data rekam medis korban saat pemeriksaan sebelumnya. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan mengenai hal ini, seperti petugas tidak bersedia menerbitkan hasil visum atau meminta pemeriksaan ulang pada saat SPV datang. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam melayani dan menerbitkan hasil pemeriksaan visum pasien tindak pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan dapat mengganggu tindakan penyelidikan kasus tindak pidana.
Sebanyak 40 responden (51,9%) dari 77 responden tidak memahami SOP pemberian hasil pemeriksaan visum apabila surat permintaan belum diterima oleh pemeriksa. Sesuai SOP yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, korban yang datang tanpa membawa SPV tetap dapat dilakukan pemeriksaan namun tidak dapat dikeluarkan hasil pemeriksaan visumnya. Hasil pemeriksaan harus disimpan dalam berkas rekam medis. Apabila SPV datang kemudian, visum et repertum dibuat berdasarkan data rekam medis korban dan diberikan hasilnya kepada penyidik. Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru jarang terjadi kesalahan mengenai prosedur penerbitan hasil visum, karena semua responden yang berasal dari bagian administrasi mengaku telah memahami prosedur ini dan telah menjalankannya.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelayanan forensik klinik di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diantaranya melakukan sosialisasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, melakukan rapat rutin bagi setiap bidang yang terlibat dalam pelayanan visum, edukasi dan pelatihan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para penyidik.
KESIMPULAN DAN SARAN
Tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan kedokteran forensik klinik di Rumah Sakit Bhayangkara. Rumah Sakit Bhayangkara sudah secara proaktif melayani pasien (korban) tindak pidana yang diterapkan kepada seluruh unit pelayanan seperti Unit Pendaftaran, Instalasi Gawat darurat dan Instalasi Kebidanan. Faktor penghambat pelayanan forensik klinik bagi Korban Tindak Pidana di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tenaga kesehatan dan tenaga  medis mengenai Standar Operasional Prosedur pelayanan visum di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang mengakibatkan munculnya beberapa kesalahan dalam pelayanan. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelayanan forensik klinik di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru perlu dilakukan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, diantaranya melakukan sosialisasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, melakukan rapat rutin bagi setiap bidang yang terlibat dalam pelayanan visum, edukasi dan pelatihan serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para penyidik.
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